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ABSTRAK   

Andi Huzaifa, Nim 105261125120, 2024. Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih 

Islam. Pembimbing; M Ilham Muchtar dan A. Asdar  

 

Di antara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar 

hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhan 

yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegatan 

yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau 

membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala 

bantuan. Kajian ini difokuskan akan membahas yaitu mengenai kejahatan begal. Yang mana 

kejahatan begal dari tingkat kuantitas terjadinya kejahatan tersebut sudah sangat jelas bahwa 

kejahatan menjadi salah satu kejahatan yang semakin meningkat pelanggarannya. 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana hukum 

tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam? 2) Bagaimana hukum membunuh begal karena 

pembelaan diri dalam perspektif fikih Islam? 

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka. yaitu metode dengan 

pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap literatur dan referensi yang relevan mengenai analisis tindak pidana begal dalam 

perspektif fikih Islam. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, 

teori, dan pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa; 1) Hukum pidana Islam dalam menangani 

tindak pidana Begal adalah seperti melakukan pengasingan, pemotongan tangan dan kaki secara 

bersilang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri serta dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. 

2) Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam 

hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan 

terakhir dan tidak melewati batas. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa 

dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka 

korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh 

para begal, maka korban tidak boleh dituntut. 

 

Kata kunci; Begal, Hirabah, Pidana, Fikih, Islam 

 



vi 
 

﷽ 

KATA PENGANTAR 

Dengan rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin kepada Allah SWT. Puji 

dan syukur senantiasa teriring dalam setiap tarikan nafas kehadiratNya, yang senantiasa 

melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Terwujudnya rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang 

darurat. Oleh sebab itu didapati banyak ayat-ayat al-Qur’an maupun al-Sunnah 

yang menunjukan perhatian Islam terhadap pemeliharaan keamanan dan bagaimana 

ia bisa terealisasikan dalam kehidupan. Ilmu fikih dalam hukum Islam mencakup 

makna yang luas, dan tentunya semua bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah 

mencakup perintah dan larangan, sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai 

sekarang dan terus menerus berkembang, karena ajaran Islam yang dibawa Nabi 

Muhammad SAW berlaku hingga akhir zaman. Agama memegang peranan penting 

dalam hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang akan dapat menahan diri 

terhadap setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat.1 

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh 

karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah 

kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial, yang sebab-sebab yang terkadang 

kurang dipahami.2 Hal ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan 

hidup. Naik turunya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, situasi 

politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Fenomena tersebut sebagai 

 
1Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Syahadah Creative Media (SCM), 2014), 

h. 10. 
2Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2 (Jakarta: 

Pradya Pramita, 1997), h. 2. 
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penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga membahayakan kehidupan setidak-

tidaknya menimbulkan kerugian yang besar. 

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama 

mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh 

struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan 

kebudayaan di antara mereka. Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya 

terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dan beberapa segi. Mereka 

terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan bukan bangsawan, ilmuwan dan 

bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataannya, sering terjadi 

hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok 

mengalami ketengangan di sebabkan karena terdapat seorang anggota keolmpok 

didalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengganggu orang lain. 

 Pelanggaran hak orang lain dalam masyarakat sering di lakukan oleh remaja 

atau anak di bawah umur.3 Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan 

pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti 

sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan 

tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai 

pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan 

masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam 

masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. 

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan pengaruh besar 

terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang menimbulkan pergeseran 

 
3Sajipto Rahardjo, Hukum perubahan sosial (Yogyakarta: Genta Publishing,1982) h. 20 
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budaya dalam masyarakat tersebut. Kondisi perekonomian yang caruk maruk di 

tengah perkembangan zaman yang pesat menimbulkan keterpurukan ekonomi 

dalam masyarakat yang berdampak negatif. Kesenjangan ini membuat orang 

melakukan apa saja untuk mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya meskipun dilakukan secara melawan hukum, yang dimaksud 

dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan 

mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain 

(dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan hukum. Pada dasarnya 

melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan 

tertentu, sebab melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat 

tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan. Pada tahapan perkembangannya 

kemudian modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban 

manusia.4 

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 

masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota jiwa, badan, harta benda, 

keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan, ataupun 

hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya, suatu 

perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat, karena dampak dari perbuatan tersebut 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau 

harta benda maupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat 

dan sebagainya. Selain itu kurangnya iman cenderung membuat seseorang 

 
4Agus Raharjo, Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, (Bandung: Citra Aditiya, 2002), h. 29-30. 
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terjerumus pada tindakan penyelewangan, tapi seseorang yang pengetahuan, 

pengkhayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamanya kuat dan cenderung 

tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama 

memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang 

akan dapat menahan diri terhadap setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, 

orang lain dan masyarakat.5 

Hukuman dalam fikih Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan 

kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, 

adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial. Esensi 

dari pemberian hukuman (uqubah) bagi pelaku jarimah menurut hukum Islam 

adalah pertama, pencegahan serta balasan (al-radu wa zahru) dan kedua, adalah 

perbaikan dan pengajaran (al-islah wa al-tahzib). Dengan tujuan tersebut, pelaku 

jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Disamping itu, juga 

merupakan tindakan pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang 

sama. 

Tujuan hukum Islam juga disebut sebagai ketetapan Allah dan ketentuan 

Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis (al-Sunnah). 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagian 

hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang 

bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna 

bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 

kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 

 
5Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h. 10 
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Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk 

kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Untuk menjaga keperluan manusia agar 

tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara 

sesama manusia.6 

Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman bagi individu dan 

masyarakat bukan semata hak atas mereka, lebih dari itu ia adalah sesuatu yang 

wajib diwujudkan dan diperjuangkan demi terwujudnya. Mewujudkan rasa aman 

merupkan kewajiban syar’i yang harus direalisasikan dan merupakan urgensitas 

diantara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan 

dan menjaga peradaban manusia. Peradaban manusia tegak di atas rasa aman. 

Mustahil suatu peradaban terwujud tanpa adanya rasa aman di tengah-tengah 

kehidupan manusia yang sedang membangun peradaban tersebut, karena ia adalah 

kebutuhan asasi bagi mereka. 

Masalah keamanan adalah masalah yang amat sanga penting, sehingga atas 

dasar itulah Nabi Ibrahim AS memohon Allah curahan keamanan sebelum meminta 

kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati 

lezatnya makan dan minum. Allah SWT menceritakan permohonan Nabi Ibrahim 

dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 126; 

ذَا بَ لَدًا ءَامِنًا وَ   جْعَلْ ٱرَبِ   م  ۦوَإِذْ قاَلَ إِبْ رََٰهِ   لْءَاخِرِ ٱ لْيَ وْمِ ٱوَ  للَِّّ ٱ مَنْ ءَامَنَ مِن ْه م بِ  لثَّمَرََٰتِ ٱمِنَ  ۥأهَْلَه    رْز قْ ٱهََٰ
  لْمَصِي  ٱ  وَبئِْسَ  ۖ    لنَّارِ ٱإِلَََٰ عَذَابِ    ۥ قلَِيلًً ثُ َّ أَضْطَرُّه    ۥفأَ مَتِ ع ه    كَفَرَ   وَمَن قاَلَ   ۖ  

 

Terjemahnya: 

 
6H. Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57 
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Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri 

Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada 

penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku  

beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab 

neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.7 

 

Di ayat ini Allah SWT menyebutkan aman beriringan dengan rizki karena 

dua hal ini adalah penopang dari keberlangsungannya kehidupan. Kehidupan akan 

berlangsung manakala rasa aman terwujud dan rezeki tersedia.8 Cukuplah 

menggambarkan betapa rasa aman begitu sangat penting dan menjadi faktor 

kebahagian bagi kehidupan manusia. 

Islam menaruh perhatian pada kesejahteraan dan keamanan setiap orang dan 

masyarakat. Perilaku apapun yang mengancam atau melanggar hak-hak orang lain 

dilarang dalam Islam akan mendapat hukuman sesuai perbuatannya, hukuman ketat 

yang diadakan untuk membantu mencegah potensi kejahatan. Dengan cara ini, 

kehidupan dan harta semua anggota masyarakat dijamin dan dilindungi. Dalam 

Islam, ada hukum pidana untuk kejahatan besar seperti pembunuhan, penyerangan, 

pencurian, dan perselingkuhan. Derajat hukuman tergantung pada besarnya 

kerugian material atau emosional yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang 

waktu, hanya pengadilan berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban 

atau keluarganya berhak memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau 

tidak.  

 
7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 

2011), h. 140  
8Muhammad Mutawalli, Tafsīr al-Ma’syarawiتفسير-الشعراوي-للآية-126-من-سورة-البقرة  

(Medan: Penerbit duta al-Azhar, 2015), h. 84. 
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Diantara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki 

dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan 

perampokan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para 

ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegatan yang dilakukan secara arogan dan 

terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-

nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. 

Pada skripsi ini, penyusun akan membahas yaitu mengenai kejahatan begal. 

Yang mana kejahatan begal dari tingkat kuantitas terjadinya kejahatan tersebut 

sudah sangat jelas bahwa kejahatan menjadi salah satu kejahatan yang semakin 

meningkat pelanggarannya dan akhir-akhir selalu menjadi keresahan masyarakat. 

Dalam hukum fikih Islam begal disebut dengan hirabah (quttha’ut thariq). 

hirabah atau perampokan merupakan suatu tindakan mengambil harta orang lain 

dengan paksa atau ancaman menggunakan paksaan dengan dilakukan seseorang 

atau kelompok orang yang bersenjata atau alat yang digunakan sebagai senjata.9 

Begal atau hirabah termasuk dalam kategori jinayah jarimah yaitu perbuatan yang 

dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.10 Perbuatan 

dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara’ dan di ancam 

dengan hukuman. 

Berdasarkan urian dalam latar belakang diatas, penyusun berkeinginan 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan 

 
9Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Mhameru Pres, 2016) h. 191. 
10Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Fiqih Jinayah (Jakarta; 

Sinar Grafika, 2004), h 9 



8 
 

kedalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS TINDAK 

PIDANA BEGAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,11 agar lebih 

terfokus, pada perhmasalahan yang akan diformulasikan dalam pokok masalah 

bagaimana peran Hukum Fiqih Islam dalam menangani tindak pidana kejahatan 

Begal serta landasan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah. Dari pokok masalah 

tersebut kemudian dikemukakan yang akan dituangkan oleh penulis sub-sub pokok 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukum tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam? 

2. Bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan diri dalam 

perspektif fikih Islam? 

C.  Tujuan Penelitian                                                               

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka 

tujuan yang hendak dicapai pada penelitian yang berhubungan dengan “Analisis 

Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam” atau yang berkaitan dengan 

rumusan masalah dan akan kembali dituangkan oleh penulis sub-sub adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindak pidama begal dalam perspekif 

fikih Islam. 

 
11Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Cet. VII, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016), h. 112 
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2. Untuk mengetahui bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan 

diri dalam perspektif fikih Islam. 

D.  Manfaat penelitian. 

1. Secara Teoritas 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum 

Islam, serta memberikan masukan bagi khazanah kelimuan masa kini dengan 

kompleksnya yang muncul di bidang Fikih Islam yang berkaitan dengan tindak 

kriminal pembegalan (Hirabah).  

2.  Secara Praktis                                                                                                                         

Penelitian ini digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan 

pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenan dengan 

permasalahan pembegalan (Hirabah). Disamping itu penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) serta pihak lain yang mengetahuinya. 

3. Manfaat Akademis 

Penelitian ini akan memberikan manfaat akademis dengan menyediakan 

bahan referensi dan sumber penelitian bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti 

yang tertarik pada topik yang sama atau terkait. Temuan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam. 

Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum analisis tindak 

pidana begal dalam perspektif fikih Islam, sehingga memberikan sumbangan 
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penting dalam literatur akademis di bidang tersebut. Namun sebagai Manusia 

dengan penuh segala kekurangan dan kekhilafan, skripsi ini pasti mempunyai 

kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis sangat membutuhkan saran dan 

masukan. 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka. 

Yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari 

teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.12 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur dan referensi 

yang relevan mengenai analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam. 

Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, teori, dan 

pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait. 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan 

topik penelitian. Sumber data primer yang digunakan di antaranya : 

a. Memahami dasar-dasar pdana Indonesia karya Prodjohamidjojo Martiman 

b. Pengantar dan asas hukum pidana fikih jinayah karya Ahmad Wardi Muslich 

c. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili 

 
12Miza Nina Adlini, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, EDUMASPUL 6, 

no. 1 , (2022): h. 974 
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d. Al-Fikih Nabwai karya M Thalib 

e. Hukum Pidana Islam karya Munajat Mahrus 

f. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian karya 

Arif, S. 

g. Al-Fiqih jihad:sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah karya Yusuf Qardhawi 

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini seperti: 

a. Tafsir Al-Kauniyah Begal dalam Al-Qur’an karya M.Husein 

b. Al-Imam al-Syafii al-Umm Karya Ismail Al-Yaqub 

c. Shahih al-jaami’ah ish shagiir karya Bukhori dan Muslim 

d. Tafsir al-Ma’syarawi karya al-Ma’syarawi 

e. Kaidah Fikih Jinayah karya Faizal Mubarok 

f. Terjamah Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd 

g.  Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah karya Rahmat Hakim 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”13 Peneliti akan melakukan 

pencarian dan seleksi terhadap literatur dan referensi yang relevan dengan topik 

penelitian melalui berbagai sumber seperti perpustakaan, basis data online, situs 

web resmi organisasi keagamaan, dan jurnal elektronik. Selanjutnya, data-data yang 

relevan akan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Kemudian akan 

dikemukakan yang terkait dengan pembegalan dalam perspektif fikih Islam dari 

kitab-kitab fikih Ulama klasik dan Ulama kontomporer. 

 
13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaif, (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 83. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Menurut Miles and Huberman “Mengemukakan bahwa aktivitas analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”14 Data yang telah dikumpulkan dari 

literatur dan referensi akan dianalisis secara mendalam dan sistematis. Analisis 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami berbagai 

konsep, teori, pandangan, dan argumen yang terkait dengan analisis hukum tindak 

pidana pelaku begal dalam perspektif fikih Islam. Hasil analisis akan disusun dalam 

bentuk uraian dan sintesis yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai topik penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat 

mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai analisis 

tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam.

 
14 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaif, h. 91 
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BAB II 

 TINJAUAN UMUM 

A. Pengertian Tindak Pidana Islam dan Pembegalan (Hirabah) 

1. Pengertian Tindak Pidana Islam (jinayah dan jarimah) 

Dalam mempelajari Fikih Jinayah atau Hukum Pidana Islam, ada dua istilah 

yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materinya. Pertama, istilah 

jinayah dan kedua istilah jarimah. Kedua istilah ini secara manfaat mempunyai arti dan 

arah yang sama. Selain itu istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah 

lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, keduanya berbeda dalam 

penerapannya. Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang 

mengganggu kententraman umum serta tindakan melawan perundang- undangan. 

Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan 

tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.15 Sedangkan Jarimah adalah perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan ditentukan hukumannya oleh Allah 

SWT, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah SWT. 

Adapun Fikih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas 

dalil yang terperinci. Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat 

dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep 

 
15H. A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cet. II (Jakarta: 

Raja Grafindo, 1997), h. 1. 
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jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara’. Larangan ini timbul karena 

perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat 

dapat dipertahankan dan dipelihara. Akan tetapi, kenyataan penelitian menunjukkan 

dimanapun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh 

karena itu jinayah tanpa sanksi tidaklah realistik. 

2. Pengertian Pembegalan (Hirabah) 

Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata haraba – yuharibu – muharabata – 

harabata. Perampokan (hirabah) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu 

mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan 

pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.16 Abdul Qadir Audah 

menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara 

yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan 

perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.17 Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok 

(pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) 

dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara 

terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.18 

 
16Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina'i Al-Islam (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th), jilid 

II, h. 638. 
17Nurul irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah 2013), h. 127. 
18A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 86. 
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Perbuatan pembegalan sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga 

menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan 

seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan 

hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar 

dinilai dengan materi. 

Hirabah (pembegalan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di 

luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-

nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, 

kecaman, dan kekerasan. 

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian jarimah 

pembgalan (Hirabah), diantaranya: 

1. Pendapat Hanafiyah: perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-

orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan. 

2. Pendapat Malikiyah: mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan 

kekuatan maupun tidak. 

3. Pendapat Syafi’iyyah: merngambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang 

dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan. 

4. Pendapat Hanabilah: mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang 

pasir menggunakan senjata.19 

 
19Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia 2012), h. 88. 
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B. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Mengambil Hak Orang Lain 

Hakikatnya kepemilikan harta adalah milik Allah SWT, kemudian harta itu 

diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama manusia. Ini 

berarti manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta. Hak milik 

yang diserahkan kepada manusia (istikhlaf) bersifat umum bagi setiap manusia secara 

keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak bukanlah sebagai kepemilikan yang 

bersifat eksklusif. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk 

menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara rill memiliki 

harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus seizin Allah 

SWT.20 

Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki 

harta benda secara pribadi. Tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan, 

Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah SWT dan Allah SWT menciptakan 

harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan dianugerahkan oleh manusia. Kebebasan itu 

harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang 

mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’ termasuk tidak mengganggu hak dan 

kepentingan orang lain.21 

 
20Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang: UIN-Malang Press,2007), 

h. 90-91 
21Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna, Jakarta: Zahra, 2008), 

h. 155. 
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Manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah 

SWT dengan begitu pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam lebih 

diutamakan, karena memang setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung 

oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak 

langsung. Dan sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat 

kepemilikan pribadi, kecuali hal demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah 

Allah SWT. Namun demikian, Islam tidak mengenal mushadarah, yaitu perampasan hak 

seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.22 

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama tidak 

melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara’. Karena hukum asal dalam 

bermu’amalah adalah mubah. Begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, Al-

Qur’an juga memberikan memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah, 

salah satunya larangan memakan harta secara batil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam 

memiliki konsep etika, bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak 

dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari prilaku zalim 

dan batil.23 

Kata bathil memiliki kata dasar, bathil yang bermakna fasad atau rusak, sia-sia, 

tidak berguna, bohong. Al-baathil sendiri berarti sesuatu yang salah, yang palsu, yang 

tidak berharga, yang sia-sia.24 Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan, al-bathil bermakna 

 
22Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana,2006), h.106- 107 
23Abdul Karim Al-Khatib, Hukum Islam (Jakarta: Daar al-Tudmiyah1976) h.151-152 
24Ahmad Warson Munawwir,Konsep Pendidikan Sosial Berbasis Tuhid (Bandung:Progresif) 

1997: h, 97 
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lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa didalamnya 

ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia 

maupun diakhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna bathil yaitu segala perkara yang 

diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap 

ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.25 Mengambil hak orang lain secara 

zalim dan batil diharamkan Allah SWT sebagaimana dalam firmannya surah al-Nisa 

ayat 29; 

لَك م  تََْك ل وا  لَ ءَامَن وا  لَّذِينَ ٱ أيَ ُّهَاۖ  يََٰ   تقْتل وا  وَلَ  ۖ  راَضٍ مِ نك مْ  ت  عَن تََِٰرةًَ   تَك ونَ   أَن إِلَّ   لْبََٰطِلِ بٱِ  بيَنَك م  أمَْوََٰ
كَانَ بِك مْ رَحِيمًا  للََّّ ٱ   إِنَّ   ۖ    أنَف سَك مْ    

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.26 

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub menyebutkan tidak bisa 

dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum 

pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi 

sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, 

maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan 

mengambil harta manusia secara batil.27 

 
25Abi alQasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, Norma dan Etika Ekonomi 

Islam (Jakarta: Gema Insani, 1961) h. 50-51 
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir, h. 140 
27Sayyid Qutb, Tafsir fi zhilalil qur'an (Jakarta: Gema Insani Pers 2004) h. 239 
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Ayat di atas menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara 

yang batil. Ibn Abbas dalam tafsrinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim, anarki, 

menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.28 

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian 

ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, 

judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil 

harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati 

antara dua pihak dan dalam koridor syari’. Tijarah adalah usaha memperoleh untung 

lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar 

kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.29 

Dari beberapa definisi bathil yang dijelaskan oleh para mufassirin di atas baik 

oleh Wahbah al-Zuhaili, al-Maghri dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat al-Nisa 

ayat 29, tidak menunjukkan perbedaan signifikan, contoh definisi yang diberikan oleh 

Wahbah al-Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi 

yang diberikan al-Maghari fokus pada cara menggunakan. Yang kesemuanya 

menyebutkan bahwa prilaku memakan harta secara batil ialah prilaku yang 

 
28Ibn Abbas, Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas, (Lebanon: Daar al-Kitb 

alIlmiyah,1951.), juz 1, h. 69. 
29Al-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani,1997) h. 8 
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mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Di antaranya dalam bentuk riba, lotre 

(maisir), ghasab (mencuri), khianat dan sebagainya. 

Selain itu, ayat diatas juga berbicara mengenai perpindahan hak yang 

diperbolehkan adalah dengan cara “Tijarah án taradhin” (perniagaan yang berlaku 

secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam 

surah al-Baqarah ayat 188: 

لَك م  اوَلَ تََْك ل و  لِ   مِ نْ   فَريِقًا  ۖ  لتَِأْك ل وا  لْْ كَّامِ ٱ  إِلََ   ۖ  بِِاَ  ۖ  وَت دْل وا  لْبََٰطِلِ بٱِ  بينَك م  أمَْوََٰ وَأنَت مْ    لِْْثُِْ ٱبِ   لنَّاسِ ٱ  أمَْوََٰ
  تعْلَم ونَ 

Terjemahannya: 

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud 

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kamu mengetahui.30 

Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas yang menjelaskan 

tentang ayat ini yaitu terkait seseorang pria yang mempunyai hutang berupa harta, 

sedangkan pemiutang (yang meminjamkan) tidak memegang bukti kuat. kemudian pria 

itu mengingkari hutangnya dan mengadukan hal ini kepada hakim, padahal dia 

mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang benar, dan bahwa dirinya 

berada di pihak yang salah (berdosa) dan telah memakan harta haram.31 Dalam ayat ini 

 
30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir, h. 140 
31Abu Zahrah, Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Bandung; Sinar Baru, 2013), h. 41 
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Allah SWT secara tegas mengancam seseorang yang memakan atau mengambil harta 

orang lain. 

Mengambil hak orang lain disebut mencuri atau dalam pengertian Fuqaha 

memiliki nama lain Ghasb. Sedangkan pengertian menurut istilah Fuqaha merupakan 

mengambil serta menguasai hak orang lain secara dzalim dan aniaya tanpa hak. 

Pencurian asal kata dari saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan 

wa sirqatan, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terangan-

terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang 

diancam dengan hukuman ta’zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat 

pelaksanaan hukuman had.  

Mengambil hak orang lain ada juga disebut merampok, merampok artinya 

menggedor rumah orang untuk berbuat jahat terhadap jiwanya atau hartanya atau 

kehormatannya. Umumnya “merampok” ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, 

sedangkan merampok dijalanan sering disebut dengan “membegal” dan jika hal 

itu terjadi dilaut disebut “merompak”.32 Perampokan merupakan salah satu bentuk 

kejahatan. Perampokan dapat dikatakan pencurian besar karena hampir sama dengan 

mencuri, hanya saja didalam pencurian seseorang mengambil harta secara diam-diam 

dan dalam perampokan mengambil harta secara terang-terangan dan disertai ancaman 

bahkan kekerasan. Kejahatan inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 

 
32M. Thalib, Fiqih Nabawi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), h. 290 
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bersenjata yang suka menyergap. Ini pula yang dalam Islam di sebut kejahatan 

perampokan atau “pencurian besar” untuk membedakannya dari “pencurian kecil” 

yakni pencurian biasa.33 

Bentuk mengambil hak orang lain ada juga disebut penodong, Sedangkan 

penodong adalah merampas atau mengambil harta milik harta orang lain dengan cara 

memaksa korbannya.34 Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap 

tindak pidana yang dilakukan diluar rumah. Jika perbuatanyang sama dilakukan oleh 

pelaku didalam rumah atau didalam gedung disebut dengan merampok. Dalam hukum 

Islam perilaku demikian (penodong atau perampokan) diistilahkan sebagai muharib. 

Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional yang 

disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan berwenang dapat 

menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak memutuskan apakah 

hukuman itu akan dilaksanakan atau tidak.  

Mengambil hak orang lain secara batil merupakan kezoliman yang besar, 

Kezoliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi 

terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia, dan juga pangkal bagi 

kesuksesan di dunia dan akhirat. Sejatinya orang yang mengambil hak orang lain itu 

akan dapat kesengsaraan hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah 

 
33Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut 

Al-Quran dan Sunnah, alih bahasa Ifran Maulana Hakim dkk, cet. Ke-1(Bandung: PT MIzan Pustaka, 

2010), h. 890. 
34 KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Raja Perindo Persada,2010) 

https://republika.co.id/tag/hak-orang-lain
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SAW bersabda tentang mengambil hak-hak orang lain secara zalim dan melawan hukum 

sebagai berikut. 

يق ول  » مَنْ أَخَذَ شِبْْاً مِنَ الَأرْضِ ظ لْمًافإَِنَّه    - صلى الله عليه وسلم-عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ سََِعْت  النَّبَِّ  
 35بْعِ أرََضِيَ ي طَوَّق ه  يوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَ 

 

Terjemahnya: 

 Dari Zaid Bin Tsabil aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; Barangsiapa 

yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah 

tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. (H.R Bukhori Muslim) 

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam 

sangat memperhatikan hak kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang 

dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta 

yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati 

bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua 

itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam, dan bersumber dari Al-Qur’an Al-

sunnah Rasulullah SAW melalui penjelasan-penjelasan dari ulama. 

C. Faktor-faktor Pemicu Tindak Pidana Begal. 

Dalam masyarakat terdapat berbagi golongan dan aliran. Namun walaupun 

golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan 

 
35Abu al-Husain  Muslim bin al-Hajjaj,Shahih al-jaami’ ish Shagiir Shahiih al-Bukhori, juz 4 

(Turki: Dar al-Tiba’ah, 1334 H), h. 128. 
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sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan seseorang atau kelompok mengharuskan adanya 

ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang mepimpin kehidupan, yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup.36 

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu 

kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pemuasakan diri. Bahkan kadang-kadang 

kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertabankan status diri, 

secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak 

seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memeriukan desakan dari dalam atau dari orang 

lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa 

memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.37 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

atau pemicu tindak pidana begal antara lain: 

1. Faktor Ekonomi 

 Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan hal yang penting di dalam 

kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana perampasan lah 

yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana 

perampasan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau 

bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus 

memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak 

 
36Kansil, Latihan Ujian Pengatar llmu Hukum (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h. 1 
37'R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Persada PT Raja,2010) 

h 171 
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keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat bebruat nekat dengan 

melakukan tindak perampasan dengan kekerasan. 

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan 

masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut 

mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam 

masalah ini ada orang-orang yang merasa dirugikan. 

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa 

diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila 

pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan 

oleh orang tua, atau istri maupun anak-anaknya dalam keadaan sakit keras dan 

memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku 

dapat termotivasi untuk melakukan perampasan. Karena desakan ekonomi yang 

menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun 

pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat 

dengan melakukan tindak pidana pencurian.38 

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik 

atau dengan cara yang jahat. Maka ekonomi merupakan salah satu yang paling dominan 

sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan 

ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

 
38Fajar Sugianto. Economic Approach ToLaw (Jakarta: Kencana 2013), h. 73 
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dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat 

gempa atau disaat malam hari 

2. Faktor Pendidikan 

Pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan 

dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri 

serta kurang kreatif sehingga tidak ada control terhadap pribadinya sehingga mudah 

melakukan tindakantindakan kejahatan utamanya perampasan dengan kekerasan. 

Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman ditangan 

masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi bangsa.39 Dengan seseorang yang minim pola pemikiran mereka 

mudah dipengaruhi oleh keadaan, sehingga pergaulan dalam linkungannya mudah 

mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan 

masyarakat. 

Memang jika berbicara tentang pendidikan, dikaitkan dengan kejahatan 

mungkin banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu, penyusun batasi 

seperti yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang pendidikan rendah, maka akan 

mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimliki 

sehingga pelaku perampasan dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya adalah 

remaja yang tidak bersekolah, hal itu disebabkan karena stabilits pendidikan yang 

rendah, sehingga kurangnya kreativitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang 

 
39Heni Haryati, Alasan Pentingnya Pendidikan (Jakarta; Djambatan, januari 2019), h. 7. 
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lapangan kerja. Peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. 

Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang.Kasih sayang yang diberikan 

orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya.Orang tua mengajarkan kepada 

kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang 

lain,menghormati sesama,dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.40 

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pemikiran mereka 

mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku 

yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi dengan adanya 

bekal pendidikan dan ilmu yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses 

pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika pendidikan dikaitkan 

dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan 

rendah yang pendidikannya hanya sampai di sekolah dasar yang banyak melakukan 

kejahatan perampasan dengan kekerasan. 

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka 

perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, 

sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu 

perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi yang 

sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. 

 Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk 

 
40Devi Kurniawati., Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang (Jakarta; Edisi Digital 2021) h. 

23. 
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watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia. Tapi 

tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah 

orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi jika tidak memahani ilmunya dengan 

baik.41 

3. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup 

manusia seperti jasmani dan rohani, ketenangan lahir dan batin. Baik buruknya tingkah 

laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, 

pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat 

berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. 

Lingkungan masyarakat adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan 

lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah 

merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan 

kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan 

alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana 

memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan yang penuh 

dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir 

penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).42 

 
41Fransiska Novita Eleanora, Pendidikan Masyarakat (Malang: Jurnal Hukum 2011) h.  441. 
42Kartini, Kartono, Patologi Sosial (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003). h. 170 
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Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu 

lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 

itu sendiri. Dan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka 

pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan 

buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya, itulah pentingnya memlih 

pergaulan yang baik. 

Pada prinsipnya prilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa 

dipengaruhi oleh lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan 

pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu situasional atau primer yang 

dilakukan oleh orang-orang biasa atau yang bukan penjahat dan individu-individu 

yang pada umumnya patuh terhadap hukum. 

4. Faktor Lemahnya Penegak Keadilan 

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan perampasan dengan 

kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan.  Proses penyidikan sangat erat 

kaitannya dengan proses pembuktian. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah 

menunjukan kehadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk 

persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk 
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dengan akar-akar peristiwanya.43 Dan akibatnya setelah keluar dari Lembaga 

Permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut. Sekali lagi 

penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran 

yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan perampasan itu dianggap 

sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya. 

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan 

mengurangi kasus perampasan dengan kekerasan serta peningkatan dan penyelesaian 

perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, 

dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. 

Kejahatan perampasan dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus 

diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih aman akibatnya sangat 

memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama 

sekali kejahatan perampasan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama 

masih ada manusia sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan yang berbeda, 

maka sebelum itu pula masih ada kejahatan perampasan.  Kalaupun anak tidak menjadi 

pelaku kekerasan, mereka cenderung membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan.44 

 

 

 

 
43Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. 

(Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 59 
44KPAI, Lima Faktor Pemicu seseorang Jadi Begal (Tempo.co.id, Diakses 12 Oktober 

2015.pukul 11:40) 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Ancaman Bagi Pelaku Begal Dalam Fikih Islam  

1. Batasan-batasan Pelaku Pembegalan Dalam Islam 

Hukuman atas jarimah hirabah atau pembegalan dapat dijatuhkan kepada pelaku jika 

telah memenuhi sejumlah syarat. Diantaranya ada syarat-syarat untuk pelaku 

pembegalan, syarat-syarat TKP (tempat kejadian aksi pembegalan) dan syarat-syarat 

lainnya yang akan dituangkan sebagai berikut. 

a. Batasan dan Syarat Pelaku Pembegalan 

Syarat bagi pelaku yakni bisa kelompok tersebut atau setiap orang yang 

melakukan secara langsung maupun secara tidak langsung perbuatan tersebut 

sebagaimana menurut Imam Hanafi bahwa orang yang ikut terjun secara langsung 

dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku pembegalan. 

Demikan pula orang yang yang ikut memberikan bantuan baik dengan cara 

permufakatan, suruhan, pertolongan, maupun pertolongan itu semua tergolong pelaku 

pembegalan.45  

Sedangkan menurut Imam Syafi’i pelaku pembegalan adalah orang yang secara 

langsung melakukan pembegalan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan 

perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku hanya 

dianggap sebagai pembantu atau al-rid’u sehingga di ancam dengan hukuman ta’zir.46 

 
45Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 96. 
46Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 96. 
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Syarat secara umumnya juga adalah Mukallaf. Tindak pidana Hirabah dapat dibuktikan 

berdasarkan saksi dan pengakuan pelaku. Saksi tindak pidana ini cukup dua orang. 

Kesaksian dan pengakuan sebagai alat bukti pada tindak pidana pencurian dengan tindak 

pidana hirabah tidak berbeda. Kedua orang saksi boleh berasal dari rombongan 

perampok atau orang yang menjadi korban perampokan, tetapi mereka hanya boleh 

bersaksi bagi orang lain tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri. 

Ditinjau dari segi usia pelaku pembegalan dalam hukum Islam, seseorang baru 

bisa dibebani hukum adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak 

dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. 

Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara 

yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan 

lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia 

mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-

laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.47 Dari uraian diatas, berikut ada beberapa 

syarat untuk menjatuhi hukuman pada pelaku Hirabah yaitu: 

1. Pelaku Hirabah adalah Mukallaf 

2. Pelaku Hirabah membawa senjata 

3. Lokasi Hirabah jauh dari keramaian 

 
47Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 3. 
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4. Tindakan Hirabah secara terang-terangan48 

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat yang dihukumi sanksi 

tindak pidana Hirabah adalah sebagai beikut: 

1.   Taklif (cakap hukum). yaitu, pembegal tersebut sudah balig dan berakal maka tidak 

dijatuhi hukuman had bila seseorang mengalami gangguan jiwa atau gila, anak 

kecil, karena keduanya tidak mukallaf, tapi anak kecil yang mencuri atau membegal 

dapat sanksi yang bersifat mendidik (taízir).49 Dan Islam tidak menjadi syarat bagi 

pembegalan atau pencurian karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, 

maka divonis hukuman had. 

2.  Kehendak sendiri atau Ikhtiar yaitu, bahwa pembegal atau pencuri tersebut 

mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk membegal, maka tidak 

dianggap sebagai pembegal, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya 

ikhtiar menggugurkan taklif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

Surah al-Nahl ayat 106 sebagai berikut; 

يََٰنِ وَلََٰكِن مَّن شَرحََ   بٱِلِْْ
ۢ
 بٱِلْك فْرِ صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ مَن كَفَرَ بٱِللَِّّ مِنۢ بَ عْدِ إِيََٰنِهِۦٓ إِلَّ مَنْ أ كْرهَِ وَقَ لْب ه ۥ م طْمَئِن 

 غَضَبٌ مِ نَ ٱللَِّّ وَلََ مْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 

Terjemahnya: 

 

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang 

 
48H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cet. II, h. 3. 
49Al-Sayid Sabiq, Fikih Al-Sunah (Libanon; Dar El Fikr Jilid II, tth), h. 414  
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dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya 

untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 

besar.50 

 

3.   Sesuatu yang dibegal atau dicuri itu bukan barang syubhat yaitu jika barang tersebut 

syubhat, maka pembegal itu tidak dijatuhi hukuman had.51 

Hukuman Hirabah dapat dihapus karena taubat sebelum berhasil dibekuk dan 

sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian atau pembegalan 

yakni: 

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya. 

2. Pelaku menarik kembali pengakuannya. 

3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang. 

4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan.52 

b. Syarat-syarat Korban Pembegalan 

Syarat-syaratnya yang menjadi korban pembegalan ada dua, yaitu: 

1.   Korban pembegalan adalah orang Muslim atau Kafir Dhimmi ( warga non-Muslim 

yang memiliki kriteria seperti menetap di satu tempat selamanya, dihormati, dan 

jiwanya tidak boleh mendapat gangguan apapun). Sehingga  apabila  korbannya  

adalah  orang  kafir  harbi musta’man, pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman 

hudud. Karena kehormatan dan keterlindungan harta orang kafir harbi musta’man 

 
50Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 190. 
51Al-Sayid Sabiq, Fikih Al-Sunah, h. 414.  
52H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cet. II, h. 7. 
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(orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang 

terjadi konflik antar pemeluk agama) adalah tidak mutlak, akan tetapi di dalamnya 

terdapat unsur syubhat kemubahan.  

2.   Tangan korban pembegalan atas harta yang dirampas adalah tangan yang sah, yaitu 

berupa tangan kepemilikan, tangan amanat atau tangan yang menanggung. Oleh 

karena itu jika  tidak seperti itu, maka pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman 

hudud.53 

c. Syarat Harta yang dibegal 

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam sayarat atau harta yang dibegal, 

sebagai berikut. 

1. Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pembegalan atau pencurian adalah satu 

dinar atau sepuluh dirham atau senilai dengan (44.844,95 Rupiah Indonesia) baik 

murni atau tidak atau senilai salah satuya. Dikatakan juga untuk barang selain dari 

yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut 

adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat.54 

Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. 

ثنَا ع ثْمَان  بْن  أَبِ شَيبَةَ وَمُ َمَّد  بْن  أَبِ السَّريِِ  الْعَسْقَلًَنُِّ وَهَذَا لَفْظ ه  وَه وَ أَتََُّ قَ  يٍَْ حَدَّ ثنَا ابْن  نُ  الَ حَدَّ
رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أيَُّوبَ بْنِ م وسَى عَنْ عَطاَءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قَطَعَ 

 
53Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5, h. 413. 
54H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 75 
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ن  سَلَمَةَ وَسَعْدَان  بْن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَج لٍ فِ مَِِنٍ  قِيمَت ه  دِينَارٌ أوَْ عَشَرةَ  دَراَهِمَ قاَلَ أبَ و دَاو د رَوَاه  مُ َمَّد  بْ 
ِ  يََْيََ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِِِسْنَادِهِ 

55 

Artinya: 

 

Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) dan (Muhammad bin 

Abu As Sari Al Asqalani) -ini adalah lafadz darinya, dan ini juga lebih lengkap- 

dari (Ibnu Numair) dari (Muhammad bin Ishaq) dari (Ayyub bin Musa) dari (Atha) 

dari (Ibnu Abbas) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong 

tangan seorang laki-laki karena mencuri baju perang yang harganya satu dinar, 

atau sepuluh dirham." Abu Dawud berkata, " (Muhammad bin Salamah) dan 

(Sa'dan bin Yahya) juga meriwayatkannya dari (Ibnu Ishaq) dengan sanadnya." 

 

2. Mazhab Maliki. Nisab harta pembegalan atau curian adalah tiga dirham murni atau 

senilai dengan (13.429,25 Rupiah Indonesia). Maka barangsiapa yang mencurinya 

atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan 

had.56 Adapun dalil pendapat ini sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع فِ مِن ثمنه ثلًثة دراهم.« عن  
 57البخاري تابعه مُمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته أخرجه  

 

Artinya: 

 

Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi’ dari Abdullah Ibn Umar bahwa Rasul 

saw. memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang harganya 3 

(tiga) dirham 

 

3. Mazhab Syafi’i dan Hambali sependapat dalam nisab pembegalan atau pencurian 

adalah seperempat dinar atau senilai dengan (13.429,25 Rupiah Indonesia) atau 

 
55Amir Abdul Aziz, al-kutubu al-sittah (sohih Muslim), (darus salam, 2008), h. 1830. 
56Malik bin Anas, Al-Muwaththa (Beirut-Libanon: Dar Ihya‟ alUlum, 1990), h. 636. 
57Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II (Beirut: 

Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 44. 
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barang-barang lain yang senilai dengannya.58 Sebagaimana hadis Rasulullah SAW 

bersabda; 

االله عليه وسلم : ) لَ تقْطَع  يَد  سَارقٍِ إِلَّ فِِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنهَا قاَلَتْ : قاَلَ رَس ول  اَللَِّّ صلى  
 ر ب عِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( متفَقٌ عَلَيْه.ِ 59 

Artinya: 

Diriwayatkan dari Aisyah ra dari Nabi SAW, beliau bersabda : Dipotong 

tangan pencuri dalam pencurian ¼ (seperempat) dinar atau lebih”. 

(Muttafaqun Alaih) 

 

Apabila pembegalan atau pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab 

seperti yang telah ditentukan atau yang telah dijelaskan diatas, maka pelaku tidak dapat 

dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta’zir (hukuman yang tidak ditentukan 

oleh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah 

dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan 

mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa). 

Empat mazhab telah sepakat bahwa membegal atau mencuri barang yang tidak 

berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi hukuman, tapi ulama 

berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga tersebut. Menurut Syafi’i, Maliki 

dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang 

dimuliakan oleh syaraí yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syaraí seperti mencuri 

khamar, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut 

 
58A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 78. 
59Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Bukhori Muslim, Juz II.h, 

45. 
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Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Dan karena itu pula mengambil benda 

yang diharamkan oleh syaraí, tidak dikenakan sanksi tangan sebagaimana telah 

diisyaratkan oleh Abd al-Qadir Audah: Tidak divonis potong tangan pada pencurian 

anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya 

mahal karena haram menjual belikannya.60 Dan selanjutnya adalah, nilai 

(mutaqawwim), dilindungi, tidak ada seorangpun memiliki hak untuk mengambilnya.61 

Akan tetapi pendapat al-Hasan al-Basori yang dikutip oleh Ibnu Rusyd 

mengatakan, bahwa hukuman potong tangan itu dikenakan karena barang yang dicuri 

atau dibegal, baik sedikit atau banyak. Ini didasarkan pada keumuman firman Allah 

SWT pada surat al-Ma'idah ayat 38 yang tidak mensyaratkan nisab.62 Pendapat yang 

tidak mensyaratkan nisab harya yang dibegal dibantah oleh sebagian Ulama, salah 

satunya adalah Abdul Qadir Audah, karna yang berpendapat tersebut adalah dipegangi 

oleh golongan Khowarij dan Ulama' Mutakallimin ( orang yang banyak berkutat dengan 

diskusi teologis dan menggunakan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani . Orang 

seperti Qadli Abdul Jabbar adalah seorang teolog Mu'tazilah).63  

d. Syarat Tempat Kejadian Pembegalan 

Adapun syarat-syarat tempat kejadian pembegalan sehingga kejahatan ini disebut 

sebagai kejahatan begal atau jarimah hirabah. Penulis akan mengemukakan antara pendapat 

 
60Abdul Qadir Hauda, Al-Fiqh Al-JinaíI Al I-lami (Qahirah Dar Al-Turas: Jilid I, tth), h. 550. 
61A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 413. 
62Ibnu Rusyd,  Hukum Filsafat Islam (Jakarta: Kencana,2020), h. 650. 
63Abdul Qodir Audah, Al-Fiqh Al-JinaíI Al I-lami, h. 137-138. 
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Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Pertama, menurut Imam Syafi’i sebagai berikut. 

داخلة المرحبة فِ خارج المصر او فِ  

Artinya: Pembegalan dilakukan diluar kota atau didalam kota.64 

Karena menurut Imam Syafi’i pembegalan tidak harus selalu dilakukan di 

jalanan luar kota, di dalam kota juga dikelompokkan sebagai pembegalan yang dikenai 

hudud. Alasannya ayat yang menjadi landasan naqli (bukti-bukti atau alasan tentang 

kebenaran, atau ketidakbenaran berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) jarimah hirabah 

bersifat umum, tidak secara khusus membedakan antara jalanan di luar kota dengan di 

dalam kota. Karena dalam hal ini Imam Syafi’i lebih mempersyaratkan adanya kekuatan 

(shaukah).65 Dan yang kedua menurut Imam Hanafi sebagai berikut. 

لمحربة فِ خارج المصر ا  

Artinya: Pembegalan dilakukan diluar kota.66 

Kaidah ini mengandung sebagaimana pandangan Imam Hanafi alasannya 

pembegalan adalah tindakan menghambat jalan qat’u toriq (orang yang menghambat 

jalan) yang hanya dapat dilakukan di tempat yang sunyi atau jauh dari pertolongan. Pada 

tempat tersebut para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada 

 
64Faizal, Mubarok, Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka 

Bani Quraisy, 2004), h. 173. 
65Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa‟, t.t.,), h.  669. 
66Faizal, Mubarok, Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), h. 154. 
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Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para 

pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah SWT.  

Namun terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi 

tentang di luar kota atau di dalam kota, terdapat kesamaan pendapat di antara mereka 

bahwa pembegalan terjadi di jalan dan mengakibatkan terputusnya perjalanan korban 

sehingga disebut juga dengan Qat’u al-Tariq. 

2. Sanksi dalam Tindak Pidana Begal Dalam Fikih Islam  

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan 

begal sebagai balasan atas tindakannya, dalam syara’ hukuman terhadap kejahatan 

dibagi menjadi tiga yakni hudud, qisas, dan ta’zir.  Dalam  hal  saknsi  bagi  pelaku  

pembegalan  ini  Allah  SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33: 

ؤ ا الَّذِيْنَ  
ٰۤ
اَ جَزَٰ َ وَرَس وْلهَاِنَُّ  وَارَْج ل ه مْ   ايَْدِيْهِمْ   تقَطَّعَ   اوَْ   ي صَلَّبوْٓا  اوَْ   يقَتل وْٓا  انَْ   فَسَادًا  الَْرْضِ   فِ   وَيَسْعَوْنَ   ۖ  يَ َاربِوْنَ اللّ َٰ

 عَظِيْمٌ   الَْٰخِرةَِ عَذَابٌ نيَا وَلََ مْ فِ  الدُّ   فِ   خِزْيٌ  لََ مْ   ذَٰلِكَ   الَْرْضِ    مِنَ  ي نفَوْا  اوَْ   خِلًَفٍ   مِ نْ 
  

Terjemahnya: 

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 

kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 

mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian 

itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang 

besar.67 

 

Merujuk pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa empat macam hukuman yang 

berkaitan dengan jarimah hirabah atau tindak pidana perampokan (pembegalan). 

 
67Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 113. 
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Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, 

pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Selain 

itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai asbabun nuzul dari ayat di atas. Hadis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 النَّبُِّ   فأَمََرَه م    الْمَدِينَةَ،  فاَجْتوَو ا   فأََسْلَم وا   وسلم  عليه  الله   صلى   النَّبِ ِ   عَلَى   قَدِم وا  ع كْلٍ   مِنْ   نفَراً  أَنَّ   أنََسٍ   عَنْ 
 فبَعَثَ   وَاسْتَاق وهَا،  راَعِيهَا  فقَتل وا  ففَعَل وا  وَألَْبَانِِاَ  أبَوَالَِاَ  مِنْ   فيَشْرَب وا  الصَّدَقَةِ   إِبِلَ   يََتْ وا  أَنْ   وسلم  عليه  الله  صلى
 وَتركََه مْ   يََْسِمْه مْ   وَلَْ   أعَْي نه مْ،  وَسَََلَ   وَأرَْج لَه مْ   أيَْدِيه مْ   فقَطَّعَ   بِِِمْ   فأَ تَِ   قاَفَةً،  طلََبِهِمْ   فِ   وسلم   عليه   الله   صلى   النَّبُِّ 
اَ : )وَجَلَّ  عَزَّ   اللَّّ    فأَنَزَلَ   مَات وا، حَتَّّ   68( مسلم رواه()  …اللَّّ   يَ َاربِ ونَ  الَّذِينَ   جَزاَء    إِنَُّ

                                                                                    
Artinya:  

 

Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang 

memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu 

sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda 

kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu 

tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian 

dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang 

diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi 

orang-orang yang menggembalakannya lalu membantai para penggembala. 

Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik 

Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan 

untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu 

beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil 

dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Maka 

turunlah ayat “Innamaa jazaaullazina yuhaaribunallaha….”. (H.R Muslim). 

 

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkata ulama berbeda pendapat 

mengenai makna hadis al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis 

ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan 

 
68Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim (Juz. III, 

Mesir: Tijariah Kubra, tth) h. 101-102 
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dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus 

al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi SAW 

mengqisas mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan 

yang sama.69 

Menurut Imam Malik, sanksi hirabah diserahkan kepada penguasa untuk 

memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam al-Qur'an sesuai dengan 

kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, al-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat 

bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis hirabah itu sendiri. Perselisihan 

pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, 

disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "au" yang berarti atau. Dalam 

bahasa Arab, kata "au" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah 

Arab bayan wattafshil. Menurut pendapat versi ini (Imam Syafi'i) "au" merupakan 

penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat hirabah bahwa jumlah hukuman 

tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut 

pendapat lain, yang dari Imam Malik, kata "au "yang berarti atau itu bermakna littaksyir 

untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan 

jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan 

menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.70 

Tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman salib bagi pelaku yang membunuh dan 

merampas menurut Imam Syafi’i adalah dengan melakukan hukuman bunuh terlebih 

 
69Nurul irfan dan Masyrofah, (Fikih Jinayah) (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129. 
70Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 89. 
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dahulu baru kemudian disalib. Karena dalam penyebutannya, Allah SWT 

mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh sebelum penyebutan hukuman salib, 

sementara penyaliban pelaku dalam keadaan masih hidup adalah sebuah bentuk 

penyiksaan,71 sedangkan menurut Imam Hanafi tata cara pelaksanaan hukuman 

penyaliban bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta korban yakni dengan 

dipotong dan tangan terlebih dahulu kemudian dibunuh atau terdakwa di salib yang 

kedua tangannya dipentangkan ke kanan dan ke kiri dengan diikat, kemudian baru 

dibunuh.72 Dengan demikian, menurut Imam Hanafi dalam hal pelaku pembegalan 

hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya, maka dihukum sebagaimana 

hukuman qishos.  

Sedangkan tata cara jatuham hukumannya menurut Imam Syafi’i pelaku 

pembunuhnya dihukum mati, dengan kaidah berikut: 

بشئ قتل بمثله من قتل    

Artinya: Barang siapa membunuh dengan sesuatu (alat), maka ia di qisas dengan 

cara yang serupa.73 

Sehingga jika pelaku pembegalan hanya membunuh dan membunuhnya 

menggunakan batu tanpa merampas dan mengambil hartanya, maka dihukum mati 

dengan menggunakan batu juga. Begitupun dalam masalah qisos, dalam hal pelaku 

dimaafkan menurut Syafi’i pemaafan itu tidak bisa merubah hukuman atas had 

 
71Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 420. 
72Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 420. 
73Faizal, Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) h. 173. 
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pembunuhan jika perbuatannya telah memenuhi untuk di laksanakan hukuman mati, 

karena menurutnya tindakan ini berbeda dengan pembunuhan atas (membunuh dengan 

mencari kelengahan siterbunuh).74 Adapun lama waktu penyaliban yang dilakukan 

kepada pelaku yang membunuh dan mengambil hartanya korban, maksimal tiga hari 

menurut Syafi’i dan Hanafi, pembatasan penyaliban sampai tiga hari merupakan 

pendapat yang paling kuat karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih 

dari tiga hari jasadnya akan membusuk.75 

Dan bagi pelaku yang tidak lagi memiliki tanggungan jika sudah dihukum hudud 

atas harta rampasannya, karena menurut Imam Hanafi seseorang tidak bisa dikenai 

hukuman hudud sekaligus denda,76 sementara Imam Syafi’i mengatakan bahwa 

hukuman hudud dan pendendaan bisa dijatuhkan secara sekaligus, karena harta adalah 

barang yang harus ditanggung dengan cara dikembalikan jika seandainya barangnya 

masih ada. Begitupula harta itu harus ditanggung dengan membayar denda ganti rugi 

apabila barangnya sudah rusak, sama seperti kasus hukuman dengan ganti rugi karena 

barang yang telah dirusak maka wajib seseorang mengganti barang tersebut.77 

Pelaksanaan hukuman selanjutnya adalah al-Nafyu (pengasingan) bagi pelaku 

yang menakut-nakuti di jalan yang mengakibatkan pengguna jalan merasa tidak aman 

dengan ulah pelaku dan membuat masyarakat sendiri menjadi resah. Oleh karena itu,  

 
74Ismail Yakub, Al-Imam al-Syafii al-Umm X (Buku Induk), (semarang: Faizan, 1988), th. 
75Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 99. 
76Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 422. 
77Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 422. 
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ulah pelaku sendiri tersebut, menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi untuk masalah ini 

pelaku bisa dipenjarakan dan dihukum ta’zir.78 

Berdasarkan dari uraian diatas, bentuk hukuman jarimah pembegalan (Hirabah) 

ada empat macam, berikut uraian tersebut: 

1. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, Jika 

perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau 

mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al- Qur’an. 

Ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama 

pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari 

muka bumi enggan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari 

negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan berarti memenjarakan 

pelaku.79 

2. Mengambil harta, menurut Imam Abu Hanifah, Al-Syafi’iyah dan Ahmad bin 

Hambal, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku 

dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu 

memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong, sebagaimana 

dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk 

tercapainya potongan secara bersilang. Pemotongan tangan dan kaki dilakukan 

secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena 

 
78Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 421. 
79Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), h. 67.  
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hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan 

karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi 

ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan 

boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak 

menyerahkan harta.80 

3. Hanya membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, 

maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini 

bagi pelaku Hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman 

hudud, bukan hukuman qisos. Pelaku Hirabah dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, 

karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan 

kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam 

kategori hukuman qisos dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada 

jarimah qisos ini tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu 

terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena 

belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak 

dan seterusnya.81 

4. Membunuh dan mengambil harta, pelaku Hirabah yang membunuh dan mengambil 

harta, maka ia dijatuhi hukumkan mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman 

potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati 

dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, 

 
80Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 419. 
81Faizal, Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah, h. 173. 
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kemudian hukuman mati.82 Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman 

mati didahulukan kemudian hukuman salib.83 Iman Abu Hanifah dan Imam Malik 

lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru 

hukuman mati. 

B. Analisis Hukum Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri Dalam Perspektif 

Fikih Islam 

1. Aturan Hukum dan Syarat-syarat Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam 

Pembelaan   diri   memiliki   syarat-syarat   yang   wajib   dipenuhi   sehingga 

seseorang dapat dianggap  dalam  keadaan  membela  diri.  Syarat-syarat  itu  adalah 

sebagai berikut. 

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Perbuatan yang menimpa orang 

yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan 

tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan 

tidak boleh dilakukan.84 Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, 

penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan 

hukuman, melainkan  cukup  dengan atau berupa  perbuatan  yang tidak sah (tidak 

benar). Menurut  Imam  Abu Hanifah, serangan  harus  berupa jarimah yang 

diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai 

 
82Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, h. 420. 
83Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, h. 420. 
84Abdul Qadir audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT. Kharis ma Ilmu, tth), 

h.142. 
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pertanggung  jawaban  pidana. Dengan demikian,  apabila  perbuatan (serangan) 

bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang 

tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang  diserang  itu  

hanya  berada  dalam keadaan  yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, 

perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan 

hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban pidana.85 

2. Penyerangan harus terjadi seketika apabila tidak ada penyerangan seketika, maka 

perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang  

berlawanan  dengan hukum. Hal ini oleh  karena  pembelaan  baru  diperbolehkan 

apabila benar-benar  telah  terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. 

3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan. Syarat  untuk  dibolehkannya 

pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk 

menolak serangan  kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian, 

apabila  masih  ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus 

digunakan. 

4. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya. Apabila penolakan  

tersebut  melebihi batas yang diperlukan,  hal itu bukan lagi disebut pembelaan 

melainkan penyerangan.86 

 
85Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia HukumPidana Islam, h.144. 
86Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h.9. 
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5. Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan), Jika seseorang melakukan 

pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan  yang  diperlukan,  

maka  harus  bertanggung jawab  atas  ketindakannya itu.87 

Adapun aturan-aturan yang menjelaskan yang berkaitan tentang aturan 

pembelaan diri dalan al-Qur’an QS. al- Baqarah ayat 194 yang berbunyi; 

ى عَلَيْك مْۖ  وَات َّق وا الَشَّهْر  الْْرَاَم  بِِلشَّهْرِ الْْرَاَمِ وَالْْ ر مَٰت    ى عَلَيْك مْ فاَعْتَد وْا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَٰ قِصَاصٌ  فَمَنِ اعْتَدَٰ
َ مَعَ الْم تَّقِيَْ  َ وَاعْلَم وْٓا انََّ اللّ َٰ  اللّ َٰ

 
Terjemahnya: 

 

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati 

berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka 

seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.88 

 

Ayat ini menjadi landasan utama daf ’u al’sail, yang mana telah disebutkan 

bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan 

serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa 

diperbolehkan dalam hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang 

balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban. 

Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan membela diri adalah bentuk perbuatan 

yang sah dilakukan guna mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari ancaman dan 

serangan mengenai jiwa, kehormatan dan harta benda miliknya. Kemaslahatan inti atau 

 
87Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h.152. 
88Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 30. 
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pokok yang disepakati dalam semua syari’at tercakup dalam lima hal (al-kulliyyat al-

khams) penulis mengambil dari kitab Maqashid Syari’ah sebagai berikut. 

1. Perlindungan terhadap agama (hifdz al-din) pemeliharaan agama merupakan tujuan 

pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup 

manusia. 

2. Perlindungan terhadap agama (hifdz-al-nafs), memelihara jiwa adalah memelihara 

hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, 

baik berupa pembunuhan, maupun ancaman terhadap jiwa. Maka segala hal yang 

dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan adalah wajib.89  

3. Perlindungan terhadap akal (hifdz al-‘aql), Menjaga akal yang dimaksud adalah 

manusia harus dapat menggunakan akal layaknya manusia dan jauh dari sifat-

sifat buruk hewan. Memelihara akal yaitu hak mendapatkan pendidikan, 

menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk 

tidak gila ataupun mabuk.  

4. Perlindungan terhadap kehormatan (hifdz al-ardh), Menjaga kehormatan atau 

menjaga keturunan adalah perlindungan terhadap keturunan dengan cara 

mensyari’atkan pernikahan dan mengharamkan zina.  

5. Perlindungan harta benda (hifdz al-mal). Memelihara harta diartikan sebagai 

upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.90 

 
89Ali Sodikin dkk, Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodelogi Dan Impelementasinya Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014), h. 150. 
90Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. X. 
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2. Hukum Membunuh Begal Karena Membela Diri Dalam Fikih Islam  

Pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang 

lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atas harta orang lain dari 

kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.91 Menurut 

istilah yang dinamakan pembelaan terpaksa adalah menolak penyerang atau pembelaan 

diri (daf’u al-Sail). Daf’u al-Sail merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu 

daf’u dan al-Sail. Kata daf ’u dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu, dan kita 

dapat artikan sebagai mempertahankan diri. Dalam Islam pembentukan suatu hukum 

bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Penyerangan 

khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan 

sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat 

penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.92 

Menurut Abdul Qadir Audah menjelasakan bahwa orang yang melakukan 

perbuatan tindak pidana dan dalam hal itu ia sedang dalam keadaan yang marah besar. 

Maka, perbuatan marahnya itu tidak dapat disebut alasan pembenar dalam perbuatan 

tindak pidananya. Dengan hal itu bila mana ada kemarahan besar dan Ia melakukan 

perbuatan pidana dari pembelaan yang dilakukannya itu tidak dibenarkan dan ia tetap 

dijatuhi hukuman. Maka dari pada itu, pembelaan harus dilakukan dengan seringan 

 
91Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ al-Jina’y al- Islami, Terj. Alie Yafie (Bogor: PT. Kharisma 

Ilmu, 2008), h. 506. 
92Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ al-Jina’y al- Islami, Terj. Alie Yafie, h. 507. 
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mungkin, karena pembelaan dengan bentuk perbuatan yang lebih besar dari pada 

serangan itu tidak dibenarkan.93 

Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suata jalan yang sah untuk 

mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan 

dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya.94 Para fuqaha 

juga, menekankan adanya pembelaan diri guna mempertahankan jiwa, kehormatan dan 

harta benda diri sendiri atau orang lain. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan pendapat 

dalam hal pembedaan antara hak dan kewajiban tentang pembelaan diri tersebut. Namun 

Rasulullah SAW, menjelasklan dalam hadisnya tentang mempertahankan kehormatan 

dan harta benda secara umum. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda: 

 شَهِيدٌ وَمَنْ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ سََِعْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يق ول  مَنْ ق تِلَ د ونَ مَالهِِ فه  
هَذَا حَدِيثٌ ق تِلَ د ونَ دِينِهِ فه وَ شَهِيدٌ وَمَنْ ق تِلَ د ونَ دَمِهِ فه وَ شَهِيدٌ وَمَنْ ق تِلَ د ونَ أهَْلِهِ فه وَ شَهِيدٌ قاَلَ 

وَ ابْن  إبراَهِيمَ بنِ سَعْدِ بنِ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْ  وَاحِدٍ عَنْ إِبراَهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نََْوَ هَذَا وَيعْق وب  ه  
  95الزُّهْريُِّ إبراَهِيمَ بنِ عَبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ  

Artinya: 

Dari Sa'id bin Zaid ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka 

ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, 

barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid 

dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid." Ia 

mengatakan; Hadits ini hasan shahih, demikianlah banyak perawi meriwayatkan 

dari Ibrahim bin Sa'd seperti hadits ini. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim Sa'd bin 

Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf Al-Zuhri. (HR. Al-Tirmidzi) 

 

 
93Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ al-Jina’y al- Islami, Terj. Alie Yafie, h. 152. 
94Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h.138 
95Muhammad Mukhlisin, Sunan al-Tirmidzi (Depok, Gema Insani:2017) No Hadis, 1431. 



53 
 

 
 

Di dalam Islam, begal atau orang menyerang jiwa, merampas harta dengan 

kekerasan di tengah jalan disebut dengan quttha’ut thariq. Menurut para ulama, jika kita 

dirampok dan diteror oleh pembegal, maka kita diperbolehkan melawan aksinya dimulai 

dengan cara paling mudah dan paling sedikit menimbulkan bahaya. Namun jika 

pembegal tersebut tidak bisa dihentikan kecuali melawan dengan cara membunuh, maka 

kita dibolehkan untuk membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam 

hadisnya. 

الله، أرََأيَتَ عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول  
إن جاء رج ل ي ريد أَخْذَ مالي؟ قال: »فلً ت  عْطِه مالك« قال: أرَأَيَتَ إن قاَتَ لَني؟ قال: »قاَتلِْه« قال: أرََأيَتَ 

  96رواه مسلمإن قَ تَ لَنِي؟ قال: »فأنت شهيد« قال: أرََأيَتَ إن قَ تَ لْت ه؟ قال: »هو فِ النَّار«.

Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata, “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW 

seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang 

lelaki yang ingin merampas harta bendaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu 

berikan hartamu kepadanya!’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana jika 

dia hendak membunuhku?’ Beliau menjawab, ‘Bunuhlah dia!’ Laki-laki itu 

bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?’ 

Beliau menjawab, ‘Maka kamu syahid.’ Dia bertanya lagi, ‘Bagaimana 

pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?’ Beliau menjawab, ‘Dia 

yang akan masuk ke dalam api neraka.'” (H.R Muslim) 

 

Berdasarkan hadis diatas, para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini, menurut 

mazhab Hanafi dan pendapat rajih (kuat) mazhab Maliiki serta mazhab Syafi’i 

berpendapat bahwa membela diri hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut 

 
96Muslim bin Hajjaj, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-Adli (Bairut: Dar Ihya’al-

Turats al-Arabi, Tth), h. 140 
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pendapat yang marjuh (lemah) mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i serta pendapat yang 

rajih (kuat) mazhab Hambali bahwa membela diri hukumnya adalah jaiz (boleh 

dilakukan) dan bukan wajib.97 

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi 

terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaian perbuatan yang dilarang bagi orang 

yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan 

masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan 

untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai 

suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. 

Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan 

kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung 

jawab atas tindakannya itu. Imam Abu Hanifah, al-Syafi’i dan Ahmad bin Hambal 

berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di 

jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang 

mempunyai tempat tersebut tidak bertanggung jawab apabila bertujuan untuk membela 

diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran 

memasuki rumah orang lain secara ilegal (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik 

berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggung jawab apabila 

perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki 

 
97Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 213. 
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rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas 

dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.98 

Pembahasan pada fikih jinayah tentang pembelaan terpaksa tidak jauh beda 

dengan hukum pidana Indonesia. Jika dalam hukum pidana seseorang yang membela 

diri dalam keadaan darurat namun melampaui batas yang ada akan dikenakan hukuman 

pidana, begitu pula dengan fikih jinayah. Namun ada perbedaan sedikit pada pendapat 

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam 

keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan 

pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, 

pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan 

cara ringan maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.99 

Hal ini sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya 

mengenai melawan pembegalan karna pembelaan diri sebagai berikut; 

 قتل  من   قال  انه  وسلم  عليه   الله   صلى  النب  عن   ثبت   وقد   الطريق  قطاع  مقاتلة  جواز على   المسلمون   جمع 
 بل   االئمة  بِتفاق  شيئا  يعطيم  ان   عليه   يجب  ل   المعصوم   مال   طلبوا  اذا  فالقطاع .  شهيد   فهو  ماله  دون 

 واحدا   قتل  فان  شهيدا   كان  قتل  فان  يقاتلهم  ان  فله   بِلقتال   يندفعوا   ل   فان  فاالسهل  بِالسهل   يدفعهم
 100اجماعا   بِلقتل   ولو   يدفعهم   ان  له   كان  دمه  طلبوا  اذا  وكذلك   هدرا  دمه   كان  منهم

 

Artinya: 

 

 
98Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‟i al-Jina‟y Al-Islami Jilid II, h. 152. 
99Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ Al-Jina’y Al- Islami, Terj. Alie Yafie, h. 596. 
100Amir Al-Jazzar, Anwar Al-Baz, Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, (Beirut: Darul Fikr 

1980), juz 3 th. 
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Kaum muslimin sepakat mengenai kebolehan melawan para begal dan perampok. 

Terdapat hadis dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda, ‘Barangsiapa dibunuh 

karena membela hartanya, maka dia syahid.’ Para begal jika hendak merampas 

harta korban, maka bagi korban tidak wajib menyerahkannya. Ini merupakan 

kesepakatan para imam. Bahkan korban boleh melawannya dengan cara paling 

mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan 

cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban 

terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban 

tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut 

kesepakatan para ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi 

pembunuhan. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa 

dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi 

mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati 

syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. 

Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para 

ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi pembunuhan. 

 

Dengan demikian dari uraian diatas, membunuh para begal jika dalam keadaan 

terdesak, apalagi para begal hendak merampas harta dan kehormatan diri, hukumnya 

dibolehkan. Bahkan korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa 

dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, 

maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika 

korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para 

begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh 

melawannya meskipun terjadi pembunuhan. Dan jika para begal terbunuh, maka korban 

tidak boleh dituntut apapun apalagi sampai dipenjara karena dia melawan hanya untuk 

membela harta dan kehormatan diri. Sementara membela harta dan kehormatan diri 
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dalam Islam hukumnya adalah wajib. Jadi seorang muslim tidak boleh melakukan hal-

hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Makassar; Alauddin University Press), h. 43. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan mengenai Analisis Hukum Tindak Pidana Begal Dalam 

Perspektif Fikih Islam adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum pidana Islam atau 

Fikih Jinayah dalam menangani tindak pidana begal atau dalam hukum pidana 

Islam disebut sebagai Jarimah Hirabah yaitu keluar untuk mengambil harta dengan 

jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau 

mengambil harta, atau membunuh orang. Seperti menakut-nakuti orang di jalan 

tanpa mengambil harta atau membunuh orang, Jika perampok hanya menakut- 

nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukuman nya 

adalah pengasingan, yaitu dalam konsep Al-qur’an, dan yang kedua seperti 

mengambil harta, menurut Imam Abu Hanifah, al-Syafi’iyah, Ahmad bin Hambal, 

jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum 

dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong 

tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong, sebagaimana dengan 

hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk 

tercapainya potongan secara bersilang, dan yang ketiga hanya membunuh, jika 

pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan 
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dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku Hirabah yang 

membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman 

qisas. 

2. Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam 

hukum Islam hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama 

perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas. Korban boleh 

melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak 

mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh 

memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban 

membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para 

begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh 

melawannya meskipun terjadi pembunuhan namun jika sampai melewati batasnya 

dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi 

melainkan kekeliruan dan kelalaian si pemebela diri. Kelalaian tersebut akan 

dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatan 

tersebut denganm dikategorikan sebagai pembunuhan qatl syibh al-amd (perbuatan 

penyiksaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa).  

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Daerah, Pihak 

Aparat Kepolisian, Masyarakat, dan peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana 

begal selanjutnya adalah: 
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1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Sulawesi-Selatan, agar kedepannya 

lebih meningkatkan lagi sosialisasi pembelajaran hukum agar lebih berhati-hati jika 

keluar dari rumah, terkhusus di sekolah-sekolah agar para remaja ataupun anak-

anak diusianya yang masih sangat muda bisa lebih memahami bahwa tindak pidana 

Begal bukanlah suatu kejahatan yang bersifat sementara tapi akan seterusnya terjadi 

di kalangan masyarakat. 

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, agar kedepannya pihak Aparat Kepolisian 

lebih memperhatikan adanya tindak pidana Begal yang terjadi khususnya daerah 

Sulawesi-Selatan yang sudah mulai meresahkan masyarakat karena ulah para 

pelaku Begal yang semakin merajalela sampai mengancam nyawa warga. 

Kemudian agar kedepannya bisa lebih memperbanyak lagi menempatkan pos-pos 

Polisi ditempat yang rawan Begal, karena kurangnya pos-pos Polisi yang 

ditempatkan di daerah adalah salah satu penyebab terjadinya Begal. Maka para 

pelaku akan bebas melakukan aksinya. Dan agar kedepannya bisa lebih tegas 

memberikan hukuman kepada para pelaku Begal yang sesuai dengan aturan-aturan 

hukum yang berlaku. 

3. Bagi masyarakat agar selalu berhati-hati, berusaha untuk tidak keluar sendirian di 

tempat yang sepi jauh dari pemukiman penduduk karena ditempat itulah para begal 

melakukan aksinya dan khususnya pada waktu dini hari dan segera melaporkan atau 

menghubungi kepada pihak yang berwajib jika ada yang mencurigakan. 

4. Dan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi 

tentang Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam Masih 
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dibutuhkan tambahan refrensi agar skripsi ini lebih akurat. Didalam hukum Islam 

masih belum ada perincian tentang hukum kepada pembegalan dan hukum 

membunuh begal karena pembelaan diri secara rinci, sebagaimana yang dalam 

hukum positif sehingga perlu ada aktulisasi dalam sistem hukum pidana Islam lebih 

khususnya pada hukuman pembunuh begal. 
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